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KPPU JATUHKAN DENDA KEPADA ANAK USAHA MICHELIN
KARENA TERLAMBAT LAPOR AKUISISI

Jakarta (11/6) — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi
administratif berupa denda sebesar Rpl miliar kepada perusahaan asal Prancis, Compagnie
Financiére Michelin Société par Actions Simplifiée a Associé Unique (CFM). Sanksi ini dijatuhkan
karena CFM terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas akuisisi saham Kalimantan Royal
Lestari Utama (RLU). Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis KPPU untuk Perkara Nomor
20/KPPU-M/2024 di Kalimantan, Selasa (10/6). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Gopprera
Panggabean, dengan anggota Aru Armando dan Budi Joyo Santoso.

Sebagai informasi, CFM merupakan anak usaha dari Compagnie Générale des
Etablissements Michelin S.C.A. (Michelin Group), produsen ban global asal Prancis. Perusahaan ini
membawahi operasi manufaktur, penjualan, dan riset Michelin di luar Prancis. Adapun RLU adalah
perusahaan perkebunan yang mengelola hutan tanaman industri dan memproduksi karet alam
terintegrasi. RLU dikenal sebagai pelopor dalam produksi karet berkelanjutan, dan merupakan
bagian dari proyek percontohan Michelin untuk mengembangkan model produksi ramah lingkungan
dan inklusif di Sumatra dan Kalimantan Timur.

Perkara bermula dari transaksi akuisisi yang dilakukan CFM atas 2.971 lembar saham RLU,
senilai USD 69.999.900. Transaksi ini efektif secara yuridis pada 27 Juli 2022. Dalam proses
persidangan, mengemuka fakta bahwa terdapat generate automatic atau generate system pada
pencatatan tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan data RLU, sehingga tanggal surat
penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang benar adalah 28 Juli 2022. Dengan
aset gabungan dan penjualan gabungan yang melebihi ketentuan, CFM seharusnya menyampaikan
notifikasi ke KPPU 30 (tiga puluh) hari sejak transaksi tersebut efektif secara yuridis. Berdasarkan
Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, notifikasi tersebut wajib
dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak transaksi tersebut efektif yuridis, yaitu pada 28 Juli
2022. Tepatnya, notifikasi paling lambat disampaikan pada tanggal 8 September 2022. Notifikasi
CFM dinyatakan lengkap pada tanggal 12 September 2022, sehingga dinilai terlambat 2 (dua) hari
kerja dalam melakukan notifikasi.

Atas keterlambatan notifikasi, KPPU menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar

Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada CFM. Denda tersebut wajib disetorkan ke kas negara
paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
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Informasi bagi Jurnalis:

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:
“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi
jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.”

2. Siaran pers ini dipublikasikan pada 11 Juni 2025 oleh Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan
Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU. Pertanyaan terkait siaran
pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis
rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.

3. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman
https://kppu.go.id/siaran-pers/. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU
di X (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), Instagram (@kppu ri) dan Threads
(@kppu_ri). Terima kasih.
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